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Abstuact

Some legislation regulates thz nght for the ltnd morcrship
especially zLthen it is uieu,ed from the capital inoestmnrt and the
improaement of tlu society zuelfare. Hozoeaer, there are still some
inconsistencies in tlu legislation. This paper sims to ilbcuss hoo
aspects: 1. Wry are there still somz inconsistencics among seaeral
legislations tlnt regulate the

of thz capital inaestment and
2. Wut are the efforts tlut coulil be done to mat@ t]re lzgislation
consistent to regulate the nght of tlu Innd orururship for the purpo*
of tle cnpital inoestment and the intprouement of the society zoelfare?
The zuifur has already made a series of in depth sfuily tmoarit tlu
content of thz legislation as zLteII as thz deuelopment direction of
lattt and economics. She also refers to the expert opinion in some
references. Therefore, from those huo probbms she concludes as

follorus. (1). tlu inconsistency is due to: a. the deaelopment ilirection
of the nezo lazo is merely consistunt to the itetnlopment ilirection of
the economics; that is to promote the capital inuestment, hut it ites
not support the socizty zoelfare; b . Goaernment is not quite careful in
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determining the content of the Goaernmznt Regulation (PP) No.40

year 1996. Sezteral stipulations in the Goaernment Regulation (PP)

No. 40 year 1.996 regulates more than what zttas set in Laut No.

5 year 1960; b. The goaernment puts too much confident that the

country's economic condition tuill succeetl if the foreign inoestors

uilling to inoest in lndonesia; therefore, the Indonesian goaetnnent
giue easy access to the foreign inaestors. In doing so, hozoeaer, the

gooernment also ignores some other legislation, such as article 33

of 1945 Constitution (UUD 1945) and Lazu No. 5 year 1960. (2)

The efforts to put tlu lazus into consistency are: a. There should be

a change toruard thz lau material that hns not been in line to the

realimtion of the society toelfnre; b. To onit the stipulation of article

8 paragraph (2), article 25 paragraph (2), article 1-1, article 28, and

article 48 of the Gozternment Regulation (PP) No. 40 year 1996. ht
doing so, there is no reg ation to renezu tfu right and priority in
the inaestment; b. To omit the regulation in thz article 3 paragraph

(1) anil nrticle 6, nrticle 7 paragraph (1), article 8 paragraph (1-) of
the Laru No.25 year 2007. These regulntions do not support the

national economy and they are not in line zoith the Lazu No. 5 year

1960 about ttte right of the land ozunership.

Keyoords: The nght of the land ozunership, capital inztestment,

society uelfare

I. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal33 ayat (3) UUD 1945 menyatakanbahwa
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan akan digunakan untuk
sebesarnya-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di sarrrping itu, dalarn ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3)

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria / UUPA (selanjutnya akan disebut UU No. 5 Tahun
1960) iuga menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa,
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termasuk kekayaan alam yang terkandung di dala_urnya pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat Hak menguasai dari Negara ini
memberi wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bunri,
air dan ruang angkasa tersebug

Menenfukan dan mengatur hubungan-hubungan
huku-rr antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;

Menentukan dan urengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang danperbuatan-perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari
Negara tersebut digr:nakan unfuk mencapai kemakmuran
rakyat atau kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan
tersebut di atas memang tidak secara eksplisit terdapat istilah
tanah, namun dalarn Pasal4 UU No. 5 Tahun 1960 disebutkan
bahwa tanah adalah hak atas permukaan bumi yang dapat
diberikan oleh negara kepada perorangan atau badan hukum.

Berkaitandenganhakmenguasaiatas tanahyangdipunyai
oleh negara dan kewenangan negara untuk memberikan hak
atas tanah tersebut kepada perorangan atau badan hukum
sebagaimana tersebut di atas, salah satu perwujudarurya
adalah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 21, dan 22 tJtJ
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya
akan disebut UU No. 25 Tahun 2007). Dalam rangka
untuk mendorong iklim investasi yang baik, pemerintah
memberikan berbagai fasilitas kemudahan pelayanan dan/
atau perizinan kepada perusahaan penan€rman modal untuk
memperoleh hak atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui

l[',d'.attrfr(., voL t, No. 1, tni z01o
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kembali atas permohonan penanam modaf sehingga untuk
Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan iangka waktu 95

tahun; Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jangka

waktu 80 tahun; dan . Hak Pakai dapat diberikan dengan
jangka waktu 70 tahun.

Kebijakan penguasaan hak atas tanah unhrk kepentingan
peruuuman modal sebagairrrana tersebut di atas, menurut
beberapa kelompok masyarakat dinilai belun sejalan dengan

apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 UUD 1945,

dan UU No. 5 Tahun 1960 bahwa penggunaan hak atas tanah

selalu ditujukan unhrk kesejahteraan masyarakat. Akan
tetapi uniknya apa yang diatur dalam UU No. 25 Tahr:n
2007 sepanjang berkaitan dengan perolehan hak abas tanah

sebagian besar sangat sesuai dengan aPa yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Gr:na

Usaha, Hak Gurn Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

(untuk selanjukrya akan disebut PP No. 40 Tahun 1995) yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1960.

Berdasarkan latar beLakang masalah di atas maka
permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah
sebagai berikut
a. Mengapa masih terdapat inkonsistensi antara berbagai

peraturan penrndang-undangan yang mengatur hak

penguasaan atas tanah untuk kepentingan penanaman

modal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

b. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk membuat
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak
penguasaan atas tanah unfuk kepentingan Penanaman
modal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

menjadi konsisten?
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IL
A.

PEMBAHASAN

Hak Penguasaan Atas Tanah, Penanaman Modal, dan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut UUD 1945

l. Hak Penguasaan Atas tanah Menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 , ketentuan mengenai hak atas
tanah dituangkan dalam 33 ayat (3), yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalammya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat '.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut
di atas, memang istilah tanah tidak disebutkan secara

eksplisi! akan tetapi ada istilah "burr'i" , tanah adalah
merupakan permukaan bumi.

2. Penanaman Modal dan Kesejahteraan Masyarakat
Menurut UUD 1945

Secara eksplisit istilah penanaman modal tidak ada
dalam UUD 1945, akan tetapi apabila dicermati apa yang
diatur dalam Pasal 33 ayat (2), (3), adafah beberapa hal
yang sangat terkait dengan penanaman modal. Adapun
bunyi selengkapnya adalah sebagai berikuf

Pasal33 ayat(2):

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang rrenguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara".

Pasal 33 ayat (3):

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaf'

lul,dllt tt,vot. r, No. ,, Juni2olo t27
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Pembukaan UUD 1945 alinea keemp at, iuga
dinyatakan bahwa salah satu tujua-n negara adalah
memajukan kesejahteraan umum.

B. Hak Penguasaan Atas Tanah, Penanaman Modal, Dan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU No. 5 Tahun
a960

1. Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut UU No, 5

Tahun 1960

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960

dinyatakan bahwa:

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD
1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alarr yang terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari negara ini memberi wewenang
untuk:
a. Mengaturdanmenyelenggarakanperunhrkkan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
burrri, air dan ruang angkasa tersebug

b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagairrrana

tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960

menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
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bunri yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama
-sama dengan orang{rang lain serta badan-badan
hukum. ffuk-hak atas tanah ini memberi wewervtng
unhrk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
denrikian pula tubuh burri dan air serta ruang yang
ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dergan penggunaan tanah
itu dalam batas-batas merrurut undang-undang ini dan
peraturan Lain yang lebih tinggt

Adapun hak-hak atas tanah yang dikenal dalam
UUNo. 5 Tahun 1960 sebagaimana dijelaskan dafam
Pasal 16 ayat (1) terdiri atas hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai hak sew4 hak membuka
tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak atas tanah
yang bersifat sementara Masing-masing hak atas
tanah tersebut mempunyai perbedaan terkait dengan
siapa yang dapat menjadi subyek haknya berapa lana
jangka waktu penguasaannya, penghapusannya dan
penggunaannya. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas 3
hak, yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak
pakai. Adapun pengaturan tentang ketiga hak atas tanah
tersebut adalah sebagai berikut
a. Hak Guna Usaha

Hak Suna usaha adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang langsung dikuasai
negara dengan jangka waktu pafing lama 25 tahun
Nanun untuk perusahaan yang memerlukan
waktu lebih lama dapat diberikan waktu 35 tahun.
Jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan
perrrintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya dapat diperpanjang dengan waktu
paling lama 25 tahun Hak guna usaha ini harus

Itr''!'''''&,',w. u, No. t lni m1o I?9
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digunatcan untuk usaha pertanian, Perikanan atau

petemakan. Diberikan atas tanah yang luasnya

paling sedikit 5 hektar (Pasal 28 dan 29 UU No. 5
Tahurm 1950). Adapun yang dapat menjadi subyek

hak guna usaha adalah w€uga negara lndonesia
dan badan-badan hukurrr yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di krdonesia
(Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1960. Hal-hal yang dapat
menyebabkan hapusnya hak gurra usaha adalah:

iangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum

jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat

tidak dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk
kepentingan umum; diterlantarkan; tanalmya
musnah; orang atau badan huku-ur yang mempunyai
hak guna usaha tidak lagi memenfi syarat sebagai

subyek hak guna usaha (Pasal 34 UU No. 5 Tahun

1e60 ).

b. tlak Grma Bangunan
FIak Guna Bangunan adalah hak untuk

mendirikan dan mempr:nyai bangun-bangunan atas

tanah yang bukal miliknya sendiri (di atas tanah

negara atau tanah milik perorangan) dengan jangka

waktu paling lama 30 tahun, dan atas permintaan
pemegang hak dengan mengingat keperluan serta

keadaan bangulan-bangunannya jangka waktu
tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 20 tahun (Pasal35 UU No. 5 Tahun 1960). Subyek

hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia
dan badan-badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di lndonesia
(Pasa1 37 UU No. 5 Tahun 1960). Hal-hal yang

dapat menyebabkan hapusnya hak guna bangunan

lulljl.frId, vot. ut, No. 1, tun' 2oto
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adalah: jangka waktunya berakhir; dihentikan
sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu
syarat tidk dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut
untuk kepentingan umum; diterlantarkan; tanahnya
rrusnah; orang atau badan hukum yang mempunyai
hak guna bangr:nan tidak lagi memenuhi syarat
sebagai subyek hak guna bangunan (Pasal 40 UU
No. 5 Tahun 1960).

c. Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk mengguna_kan

darr atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh negara atau tanah nriJik orang lain
yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberian haknya
oleh pejabat yang berwenang memberikarurya atau
dalam perjanjian dengan pemiJik tanahnya. Hak
pakai ini dapat diberikan selama jangka waktu
tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan yang tertentu (Pasal 41 UU No. 5 Tahun
1960). Subyek hukum hak pakai meliputi: warga
negara Indonesia; orang asing yang berkedudukan
di Indonesia; badan hukurn yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia (Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1950).

2. Penanaman Modal dan Keseiahteraan Masyarakat
Menurut UU No. 5 Tahun 1960

Dalam UUNo. 5 Tahun 1960 secara eksplisit juga
tidak dikenal istilah penanaman modal, akan tetapi
dalam beberapa pasal menunjukkan keterkaitarmya
dengan penanaman modaf yaitu:

Ftt'tr l0ttltrtu], vo!. !rr, No. 1, Juni 2oto
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b.

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1960:

"Untuk tidak merugikan kepentingan umun
maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
mela-rrpaui batas tidak diperkenankan"

Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3):

(1) Pemerintah betusaha agar supaya usaha-

usaha dalam lapangan agararia diatur
sedemikian rupa, sehingga meninggikan
produksi dan kemakmuran rakyat sebagai

yang ,limaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta

menjamin bagi tiap warga negara Indonesia
derajat hidup yang sesuai dengan martabat
manusia, dan bagi diri sendiri maupun
keluarganya;

(2) Pemerinta-h mencegah adanya usaha-usaha

dalam lapangan agraria dari organisasi-

organisasi dan perseorangan yang bersifat
monopoli swasta;

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan
agraria yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan Undang-undang'

Ketentuan tersebut di atas sekaligus jt ga

menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1960 memasukkan

aspek kesejahteraan masyarakat di dalamnya, termasuk
juga dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU
No. 5 Tahun 1960 yang menYatakan:

"Wewenang yang bers'rmber pada hak menguasai

dari negara tersebut akan digunakan untuk mencapai

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam artr

kebangsaal, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang

merdeka, berdaulat, adil dan rrakmur.

tmd l0$fl$1, vol llr, I!o. 1, ./u'i 2ol0
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C. Hak Penguasaan Atas Tanah, penanaman Modal dan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut pp No. 40 Tahun
1996

1. Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut pp No. ll{)
Tahun 1996

erkaitan dengan hak
dan hak pakai dapat

a. Hak Guna Usaha
Sesuai dengan ketentuan pasal 29 UU No. 5

Tahun 1960 dan pasal g ayat (1) pp No. rl0 bahun

1e96).
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I(rusus unhrk kepentingan penanaman modal
dalam Pasal 11 PP No. 40 Tahr:n 1996 diatur bahwa
permintaan perpanjangan atau pembaharuan hak
gurn usaha dapat dilakukan sekaligus dengal
membayar uang pemasukan yang ditentukan ultuk
itu pada saat pertama kali mengajukan petmohonan
hak guna usaha.

b. Hak Guna Bangunan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 5

Tahun 1960 dan Pasal 25 ayat (1) PP No. 40 Tahun
1996 hak guna bangunan diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 20 tahun. Namun dalam
Pasal 25 ayar (2) PP No. 40 Tahun 1996 dijelaskan
bahwa sesudah jangka waktu hak guna bangrman
dan perpanjangannya berakhir kepada bekas

pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak
guna bangulan di atas tanah yang sama, asalkan
memenfi syarat tanalnya masih dipergunakan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujual
pemberian hak tersebut dan masih nemenuhi syarat
sebagai pemegang hak serta sesuai dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan (Pasal26 PP

No. 40 Tahun 1996).

Permohonan perpanjangan jangka waktu
dan pembaharuan hak guna bangunan diajukan
selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya
jangka waktu hak guna bangunan tersebut atau
perpanjangannya (Pasal 27 PP No. 40 ta}run 1996).

Khusus untuk kepentingan penanaman modal
dalam Pasal 28 PP No. 40 Tahun 1996 diatur bahwa
permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak
gurn bangunan dapat dilakukan sekaligus dengan

lutdlo lllwl,vol nt, No 1, Jun' 2010
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membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk
itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan
hak guna bangunan

c. Hak Pakai
Berdasarkan Pasal rl.5 PP No. rtO Tahun 1996

dijelaskan bahwa hak pakai dapat diberikan untuk
jangka waktu pafing lana 25 tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tertentu. Sesudah jangka waktu atau
perpanjangannya habis kepada pemegang hak dapat
diberikan pembaharuan hak pakai ata.s tanah yang
sama.

Hak pakai atas tanah negara dapat diperpanjang
dan diperbaharui atas permohonan pemegang hak,
jika memenuhi syarat tanalrnya masih dipergunakan
dengal baik sesuai dengan keadaa4 sifat dan tujuan
pemberian hak tersebut dan memenuhi syarat
sebagai pemegang hak (Pasal 46 Pp No. 40 Tahun
1ee6).

Permohonan perpanjangan jangka waktu hak
pakai atau pembaharuannya diajukan selambat-
lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka
waktu hak pakai (Pasal 47 PP No. r$ Tahun 1996).

I(rusus untuk penanaman modal sebagaimana
dijelaskan dalan Pasal rE PP No. 40 Tahun 1996,
permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak
pakai dapat dilakukan sekaligus dengan perrbayaran
uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada
saat pertama kali mengajukan permohonan hak
pukai
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2. Penanaman Modal dan Kesejahteraan Masyarakat
Menurut PP No. 40 Tahun 1996

Didalam PP No. 40 Tahun 1995 tercantum secara

eksplisit istilah peruuurm.rn modat yaitu dalam Pasal 11

ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1). Adapun
br:nyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 11 Ayat (1):

"Untuk kepenting.rn Penaftrman modal" permintaan
perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat
clilaklkan sekaligus dengan membayar uang
perrasukan yang ditentukan untuk ittl Pada saat
pertama kali mengajukan permohonan Hak Gurn
Usaha".

Pasal 28 ayat (1):

"Untuk kepentingan Penanaman modaf pennintaan
perpanjangan atau pernbaharuan Hak Guna
Bangurran sebagainarn dimaksud dalam Pasal 25

dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang
pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat

pertama kali mengaiukan permohonan Hak Guna

Bangunan".

Pasal tl8 ayat (1.):

"Untuk kepentingan Peftrnaman modaf permintaan
perpaniangan atau pembaharuan Hak Pakai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat
dilakukan sekaligus dengan membayar uang
pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat

pertama kali mengajukan permohonan Hak Pakail''
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Sementara itu untuk pengaturan tentang
kessejahteraan masyarakat dalan PP No. 40 Tahun 1996
ini secara eksplisit dijelaskan dalarr bagian Penjelasan
Umum PP No. 40 tahun 1996 ini, yang bunyi selengkapnya
sebagai berikut

"Tanah merupakan faktor yang sangat penting
dalam kehidupan suatu masyaraka! terlebih-lebih
di lingkungan masyarakat Irrdonesia yang sebagian
besar penduduknya mengganhmgkan kehidupan
dari tanah. Dalam rangka pembangunan nasional
untuk mewuiudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tanah juga
merupakan salah satu moda'l utama, baik sebagai
wadah pelaksanaan pembangunan maupun
faktor produksi unhrk menghasilkan komoditas
perdagarugn yang sangat diperlukan Suna
meningkatkan pendapatan nasionalKedudukan
tanah dalarn pembangunan nasional itu juga ternyata
dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik
Indonesia Nomor tr/MPRr/1993 tentang Garis4aris
Besar Haluan Negara yang memberi amanat sebagai
berikut"Penataan penguasaan tanah oleh negara
diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,,
sedangkan penataan penggunaan tanah oleh negara
dila-ksanakan secara berencana guna mewujudkan
kemakmuran rakyat yang sebesar-besamya.
Penataan pengguraan tanah perlu memperhatikan
hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial tanah, batas
maksinum pemilikan tanah, termasuk berbagai
upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan
tanah yang merugikan kepentingan rakyat.."
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D. Hak Penguasaan Atas Tanah, Penana-rran Modal dan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU No. 25 Tahun
2007

1. Hak Penguasaan Atas Tanah menurut UU No. 25

Tahun 2007

Sebagairrrana disebutkan dalam bagian menimbang,
terbitnya UU No. 25 Tahun 2007 adalah dalam rangka
menghadapi perubahan ekonomi global dan keikutser taan
Indonesia dalam berbagai kerja sama Internasionaf
sehingga perlu diciptakan iklim peftuurm:rn modal yang
kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan efisien dengan tetap memPerhatikan
kepentingan ekonomi nasional.

Dalam rangka mewujudkan iklim penanarran
modal sebagaimana tersebut di atas, khususnya iklim
yang prorrotif, pemerintah memberikan kemudahan
pelayanan danf atar perizinan kepada perusahaan

penarvrman modal untuk memperoleh hak atas tanah
(Pasal 21 huruJ a UU No. 25 Tahun 2007).

Kemudahan pelayanan dan / atar perizinan hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
a dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (1) sampai

dengan ayat (a) UU No. 25 Tahun 2007. Selengkapnya
berbunyi sebagai berikut
(1) Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang

di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali
atas permohonan penanam modal, berupa:

a. Hak Gr:na Usaha dapat diberikan dengan
junlah 95 (sembilan puluh lilna) tahun dengan
cara dapat diberikan dan diperPanjang di muka
sekaligus selama 50 (enam puluh) tahun dan
dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima)
tahun;
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(2)

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan
jumlah 80 (delapan pufuh) tahun dengan cara
dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan
dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahuu
dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jurnlah 70

(tujuh puluh) tahun dengan cara dapatdiberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45

(empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui
selarna 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus untuk kegiatan penana-uran modal, dengan
persyaratan antara lain:

a. Penanaman modal yang dilakukan dalam
jangka panjang dan terkait dengan perubahan
struktur perekenomian Indonesia yang lebih
berdaya saing;

b. Penanaman modal dengan tingkat risiko
penarvlman modal yang memerlukan
pengembalian modal dalam jangka panjang
sesuai dengan jenis kegiatan penana:rran modal
yang dilakukan;

c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area
yang luas;

d. Penanaman modal dengan menggunakan hak
atas tanah negara; dan

e. Perranaman modal yang tidak mengganggu
rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.
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(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan
evaluasi bahwa tanalrnya masih digunakan dan
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaarl
sifaf dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah
yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat
diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh
Pemerintah jika perusahaan penanaman modal
menelantarkan tanah, merugikan kepentingan
umum, menggunakal atau ntemanfaa&an tanah

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pernberian
hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan
peraturan penrldang-undangan di bidang
pertanahan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

21,-22/PUU-V / 2007 terhadap ketentuan tersebut di
atas, sudah diputuskan bahwa sepanjang menyangkut
kata-kata "dimuka sekaligus" atau "sekaligus di muka"
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Narnun
keputusan ini belum menyelesaikan masalah, karena

keputusan ini dapat ditafsirkan bahwa masalah batas

waktu penguasaan hak guna usaha, hak guna bangunan
dan hak pakai tidak ada perubahary hanya saja harus
memenuhi persyaratan yang terdapat dalam P asalZ2 ay at
(2), (3) dan (a) UU No. 25 Tahun 2007. Dengan demikian
berarti juga belum konsisten dengan pengaturan batas

waktu penguasaan hak atas tanah yang terdapat dalam
UU No. 5 Tahur 1960.
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2. Penanaman Modal dan Kesejahteraan Masyarakat
Menurut UU No.25 Tahun 2007

Istilah Penananan Modal secara eksplisit terdapat
dalam UU No. 25 Tahun 2007, yaitu dalam Pasal 1, bunyi
selengkapnya adalah sebagai berikuh

" Penanaman modal adalah segal,a bentuk kegiatan
mervuram modal, baik oleh penanam modd dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia".

Salah safu asas Penanaman modal, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 adalah
perurrvlman modal diselenggarakan berdasarkan asas
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

Di samping itu terhadap para penanam modal,
pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi
atau pengambifdihan hak kepemilikan penarulm.rn
modaf kecuali dengan Undang-undang (Pasal 7 ayat
(1); penanam modal juga dapat mengalihkan aset yang
dinilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
trndangan (Pasat 8 ayat (1)).

Berkaitan dengan kesejahteraan masyaraka!
beberapa pasal dalarn UU No. 25 Tahun 2007 ini juga
sudah memperhatikannya, hal ini dapat dilihat dala-rr
Pasal 3 ayat (2), yaitu tuiuan dari penyelenggaraan
penanam;rn modal diantaranya mendorong ekonomi
kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakal
Denikian juga dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa
salah satu yang menjadi kriteria untuk diberikannya
fasilitas kepada penanam modal adalah penanaman
modal yang menyerap banyak tenaga kerja dan bernritra
dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
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E. Inkonsistensi Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah,

Penanaman Modal dan Kesejahteraan Masyarakat
Menurut Pasal 33 UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, PP

No. 40 Tahun 1996 dan UU No. 25 Tahun 2007

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960,

PP No. 40 Tahun 1996 dan UU No. 25 Tahun 2O07 adalah

peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

dalarn hak penguasaan atas tanah dan penanaman modal di
Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut

di atas ada yang menyebut istilah Penanaman modal secara

eksplisif yaitu dalam PP No. 40 Tahun 1996 dan UU No.

25 Tahun 2007. Sementara itu apabila ditinjau dari Pasal 33

UUD 1945 istilah penanaman modal tidak disebutkan secara

eksplisit, tetapi dimasukkan sebagai bab yang mengatur

masalah perekonomian nasional, sedangkan dalam UU No.

5 Tahun 1960 dimasukkan sebagai obyek dari hukum agraria

yaitu pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkaldung didalamnya.

Berkaitan dengan tujuan bahwa semua kegiatan

perekonomian atau Penananaman modal atau Pengelolaan
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alamyang terkandung

didalamnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakaf

dalam peraturan pen:ndang-undangan tersebut di atas,

sudah memasukkan unsur tersebut. Untuk selengkapnya

pengaturan tersebut tetdapat pada Pasal 33 ayal (2), (3) UUD

L945 ; Pasal 2 ayat (3), Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), UU

No. 5 tahun 1960; Bagian Penjelasan Umum PP No. 40 Tahun

1996; PasaI 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Bagian Penjelasan

Umum UU No. 25 Tahun 2007..

Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut
juga terdapat beberapa inkonsistensi didalamnya. Hal ini
dapat ditemui dalam:
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1. PP No. 40 Tahun 1996 dengan LfU No. 5 Tahun 1960:
a, Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tidak dikenal

pembaharuan hak atas tanah untuk hak guna usaha,
hak guna bangunal, yang dikenal, hanya mengenai
perpanjangan hak atas tanah (pasal 2g,35 UU No.
5 Tahun 1960). a jangka
waktu yang jela maupun
pembaharuan bahwa
selama jangka wakfu tertentu atau selama taaahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu (pasal 41
UU No. 5 Tahun 1960). Sedangkan dalam pp No. 40
Tahun 1996 yang merupakal peraturan pelaksanaan
dari UU No. 5 Tahun 1960, selain diatur mengenai
bagaimala tata cara perparrjangan hak, juga di atur
p
k
h
hak gula bangunan 30 tahun, dan untuk hak pakai
tidak ditentukan waktunya.

b. Dalam UU No. 5 Tahun 1960juga tidak ada perlakuan
khusus untuk penanaman modaf sementara dalam
PP No.40 Tahun 1996 mengatur perlakuan khusus
bagi penanarnan modal yaitu dalam pasal 11, pasal
28, 49.Pata penanam modal dapat mengaiukan
permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak
atas tanah yang dilakukan secara sekaligus dengan
rnembayar uang pemasukan yang ditentukan pada
saat pertama kali mengajukan permohonan hak. .

Sesuai dengan bata

undangan Republik Indon
Pasal2 Tap MPR RI No. IIII
1) Undang- Undang dasar 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
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Indonesia;

3) Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPr.l)

5) PeraturanPemerintah;

6) Keputusan Presiden;

n Peraturan Daerah.

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-
undangan sebagaimana tersebut di atas, Peraturan
Pemerintah kedudukannya di bawah Undang-undang,
oleh karena itu seharusnya Peraturan Pemerintah tersebut
tidak boleh melampaui apa vang diatur dalam Undang-
undang. Sebagaimana dikatakan oleh Maria Farida Indrati
Soeprapto, Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang
dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan Undalg-
undang, oleh karena itu materi muatan Peraturan Pemerintah
adalah keseluruhan materi muatan Undang-undang yang
dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi
muatan Peraturan Pemerintah adalah sama dengan materi
Undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.l

2. UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 5 Tahun 1960

a. Ketentuan PasaT 22 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007

tentang batas waktu dan tata cara penguasaan hak
atas tanah untuk kepentingan penanaman modal
tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal
28,35 dan 42 UUPA. Menurut UUPA hanya sampai
dengan perpanjangan, sehingga untuk hak guna
usaha maksirnal 60 tahun, hak guna bangunan
maksirrral 50 tahun, dan untuk hak pakai selama

1 Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, llmu Petundang-u\dafigaft, Dasatdasar
dan Pembentuknriya, Yogyakarat Kanisius, hlm. 131.
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waktu tertentu atau diperlukan untuk keperluan
tertentu. Sementara menurut Pasal 22 ayat (1) UU
No. 25 Tahr:n 2007, untuk hak guna usaha maksimal
95 tahun, untuk hak guna bangunan maksinal 80
tahun, dan untuk hak pakai maksimal 70 tahun.

Apa yang diatur dalam Pasal22 ayat (1) UU No. 25 Tahun
2007 tersebut melebihi apa yang diatur pada masa
penjajahan Hindia Belanda. Berdasarkan Agrarische
Wet 1870 ayat (4) dinyatakan bahwa menurut
ketentuan yang ditetapkan dalam ordonansi,
diberikan tanah dengan hak erfpacht selama waktu
tidak lebih dari 75 tahun.'z

b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 UU No.
25 Tahr:n 2007 penanaman modal diselenggarakan
berdasarkan asas perlakuan yang sama dal tidak
membedakan asal negara. HaI ini berarti berlaku
juga untuk hak penguasaan atas tanah yang diatur
dalam Pasal 22 ayat (1), padahal menurut Pasal 30
dan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1960 subyek hak guna
usaha dan hak guna bangunan hanyalah Warga
Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan
di lndonesia menurut hukum di Indonesia. Warga
negara asing dan badan hukum yang didirikan
menurut hukum asing hanya dapat menjadi subyek
hak pakai (Pasal t12 UU No. 5 Tahun 1960)

Dengan demikian berarti dalam hal ini ada dua Undang-
undang yang didalamnya mengatur tentang hak atas tanah
akan tetapi ada ketidaksesuaian didalamnya. MenurutEndang
Sutrisno, pembuatan UU No. 25 tahun 2007 futt terkesan
tergesa-gesa dan kurang koordirnsi dengan peraturan
perundang-undangarr lain yang masih berlaku yaitu UU No.

2 Budi Harsono, 1995, Hulwm A6raia lnd.olEsiq Sejit|lt Pembentukan lJnrlang-
unclang Pokok agraia, Isi dofi Pelnksanan nyo, Jakaria, Diambatan, hlm 30.
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5 tahun 1950.3

3. UU No.25 Tahun 2007 dengan Pasal 33 UUD 1945

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6, Pasal 7 ayat (7)'

Pasal 8 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatw tentang
asas perlakuan yang sama, Pemerintah tidak akan melakukan
tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepenriJikan

perurn unan modal, penanam modal juga dapat mengalihkal
aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan" hal
ini menunjukkan bahwa UU No. 25 Tahun 2007 ini sangat

berpihak pada golongan ekononri kuat dan bi biasanya

dipegang oleh warga negara asing dan perusahaan asing.

Senada dengan apa yang dikemukakan Endang Sutrisno
bahwa instrumen Undang-undang Penanaman rtodal
adalah sebagai titik masuknya investasi asing secara besar-

besaran dengan mengesampingkan kepentingan ekonomi
nasiorral. Hal-hal tersebut menyebabkan semua upaya

untuk memastikan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat
dan terjamirmya demokrasi ekonomi menemui jalan bultu.
Amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 pun telah diabaikan.a

Sedangkan apabila dikaji dari Politik hukum (legal policy)'

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPIPN) 2005--2025, yang tertuang dalam

UU No. 17 Tahun 2007. pembangunan hukum, memang

diaralkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang

berkaitan dengan ekonomi" terutama dunia usaha dan dunia
industri; serta menciptakan iklirn yang kondusif bagi investasi,

terutama penegakan dan perlindungan hukum, dengan tetap

mengingat peningkatan efektivitas peraturan perundang-
undangan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas peraturan

3 Endarrg Sut sno,2007, BungaRampai Hthtm dan Globalisasi, Yogyakarta, Genta

Press, h1[L155.
4 lhid, ,Nrl155-756
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pelundang-undangan dapat dilakukan melalui:
1) Peningkatankualitassubstansiperaturanperundang-

undangan, dilakukan antara lain melalui dukungan
penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil
pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan
penyusunan r€rncangan perafuran perundang_
undalgan yang akan diharmonisasikan dan
disinkronisasikan dengan perafuran perundang-
undangan yang sudah ada;

2) Penyempumaan proses pembentukan peraturan
perundang-r:ndangary dilakukan mulai dari
tahapan perenc.rnaan, persiapan, teknik
penyusunan/ perurnus.rn, pembahasarr, pengesahary
pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk
menjamin tidak adanya kesenjangan substansi
dengan kebutuhar masyaraka! peran masyarakat
dalam setiap tahapan pembentukan peraturan
penrndang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini
juga perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan
Prograrr Legislasi Nasional dan Daeralt yang
mengikat bagi eksekufif dan legislatif serta menjadi
wadah menyelaraskan kebufuhan kerangka
regulasi yang mendukung prioritas pembangunan
nasional.

3) Pelaksanaan harmonisasi peraturan penrndang-
undangal, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi
perafu ran perundang-undangan.

Mencermati apa yang tertualg dalam arah pembangunan
hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa apa
yang dilakukan Pemerintah menerbitkan UU No. 25 Tahun
2007 dan PP No. 40 Tahun 1996, dalam satu sisi sudah sesuai
dengan politik hukum atau arah pembangunan hukum, yaitu
diarahkan untuk mendukr:ng terwujudnya perturnbuhan
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ekonomi yang berkelanjutan dengan upaya meningkatan
investasi melalui daya tarik investasi. Akan tetapi daya tarik
investasi khususnya yang berkaitan dengan hak penguasaan
atas tarralr sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahut 2007
tidak mendukung tujuan akhir arah pembangunan ekonomi
yaitu menciptakan kesejahteraan masyaraka! karena
beberapa daya tarik tersebut hanya berpihak pada pemilik
modal yang kuat dan kelompok WNA serta badan hukum
asing. Di samping itu, daya tarik investasi ini juga melampaui
dengan apa yang sudah .liatutr dalam perafuran perundang-
r:ndangan sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1950.

G. Upaya Y*g Dapat Dilakukan Untuk
Mengkonsistensikan Peraturan Perundang-undangan
Y*g Mengatur Hak Penguasaan Atas Tanah
Terkait Untuk Kepentingan Penanaman Modal Dan
Meningkatkan Keseiahteraan Masyarakat

Melihat adanya banyak inkonsistensi antar berbagai
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
hak penguasaan tanah tanah sebagaimana tersebut di atas,
maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Arah pembangunan hukurr untuk menciptakan ekonomi

yang berkelanjutan dengan memberikan daya tarik
di bidang investasi harus tetap menuju terwujudnya
tujuan akhir dari arah pembangunan ekonomi yaitu
meningka&an kesejahteraan masyaraka! maka
diperlukan perubahan materi hukum untuk mendukung
hal tersebut .

2. Dilakukanharmonisasiperaturanperundang-undangan:

a. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 khususnya
ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasaf
11, Pasal 28 dan Pasal r[8 harus dihilangkan, supaya
sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 5 tahun
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1960; sehingga tidak ada lagi ketentuan pembaharuan
hak dan keistimewaan pada penanarrran rrodal
yang dapat rnengajukan permohonan hak atas tanah
sekaligus dimuka.

Pasal 22 UU No. 25 Tahr:n 2007 harus disesuaikan
dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 bukan
mengacu pada PP No. 40 Tahun 1996 karena PP
tersebut melampaui apa yang seharusnya diatur
sehingga menimbulkan kontradiksi dengan UU
yalg seharusnya diberikan penjelasan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6, PasaI T ayat
(1), Pasal 8 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, ketentuan
yang mengatur tentang asas perlakuan yang
sarna, pemerintah tidak akan melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak keperrilikan
penanaman modal, penanam modal juga dapat
mengalihkan aset yang dhrilikinya kepada
pihak yang diinginkan, ketentuan ini semestinya
dihilangkan karena tidak sesuai dengan Pasal 33
UUD 1945; Pasal 2 ayat (3) Lru No. 5 Tahun 1960;
bagian pertimbangan LIU No. 25 Tahun 2007 ,Pasal
3 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007
yang pada dasarnya menginginkan tujuan utama
dari penyelenggaraan perurnaman modal iidalah
mendorong ekonomi kerakyatan dan meningkatkan
keseja-hteraan masyarakat

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian yang sudah dilakukan dapat
disimpulkan sebagai berikut
1. Inkoruistensi antara berbagai peraturzrn perundang-

r:ndangan yang mengafur hak penguasaan atas tanah
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terkait untuk kepentingan pemnaman modal dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan
karena:

a. Arah pembangunan hukum baru sebatas koruisten
dengan arah pembangunan di bidang ekonomi
yaitu mendorong penanaman modal atau investasi,
tetapi kurang memperhatikan efeknya yang tidak
mendukung kesejahteraan rrasyaraka!

b. Pemerintah kurang cermat dalam membuat
Peraturan Pemerintah, dalam hal ini PP No. 40 tahun
1996. Beberapa ketentuan yang dituangkan dalam
PP No. 40 Tahr:n 1996 yaitu Pasal 8 ayat (2), Pasal 25

ayat (2), Pasal 11, 28 dan 48 melebihi dari apa yang
diatur dalam UU No. 5 Tahr:n 1960.

c. Pemerintah terlalu yakin bahwa perkonomian
nasional akan berhasil apabila investor asing mau
menanarnkan modalnya di Indonesia, sehingga
Pemerintah memberikan berbagai fasilitas
kemudahan kepada pengusaha asing, salah satunya
berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah.

2. Upayayang dapat dilakukan untuk mengkonsistensikan
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak
penguasaan atas tanah terkait dengan penanaman modal
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah:

a. Diperlukan perubahan terhadap materi hukum
yang belum mendukung terwujudnya kesejahteraan
rrasyaraka!

b. Diperlukan adanya harmonisasi diantara peraturan
penrndang-undangan yang mengatur tentang
pen rnzrm.rn modal dan hak penguasaan atas tanah..
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' Saran
. Untuk membuat peraturan perundang_undangan yang

mengatur masalah yang saling berkaitan harus cermat.
' Berkaitan dengan tulisan ini yang harus diperhatikan adalah'_ arah pembangunan hukun dan tata urutan peraturan

perundang-undangan, sehingga tidak terjadi inkonsistensi
dalam materi peraturan perundang-undangan tersebut
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